PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 16 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PRESI DEN PERATURAN PRES DEN
NQ 14 TAHWN 1959

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Menbaca:
1. surat Vékil Menteri Pertana tanggal 20 Juli 1960 No. 14887/ 60; 60;
2. surat Menteri Perhubungan Laut tanggal 20 Juni 1960 No. Th. 10/1/2A

Meni nbang :
bahwa perlu nengadakan ketentuan tentang penbi ayaan Dewan Angkutan Laut
yang di bentuk dengan Peraturan Presiden No. 14 tahun 1959 dan nenberikan
wewenang kepada Menteri Perhubungan Laut untuk sewaktu-waktu nenyesuai kan
Peraturan Presiden tersebut dengan ket entuan-ketentuan baru yang dit et apkan
Pener i nt ah.

Mengi ngat

1. Peraturan Presiden No. 14 tahun 1959 (Lenbaran-Negara 1959 No. 152)
tentang Dewan Angkutan Laut;

2. Pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar Republ ik | ndonesi a.

Mermut uskan:

Menet apkan :

Perat uran Presi den tentang perubahan dan tanbahan Peraturan Presiden No. 14
tahun 1959 (Lenbaran-Negara 1959 No. 152) tentang Dewan Angkutan | aut,
sebagai beri kut :

Pasal 1

Antara Bab V pasal 8 dan Bab M pasal 9 Peraturan Presiden No. 14 tahun
1959 (Lenbaran-Negara 1959 No. 152) tentang Dewan Angkutan Laut di sisi pkan
sebuah Bab dan sebuah pasal baru yang berbunyi sebagai beri kut:

BAB M
Bl AYA - Bl AYA

Pasal 9

aya-biaya, seperti uang sidang, biaya tata-usaha dan pengel uaran-
pengel uaran | ai n di bebankan pada Anggaran Departenen Per hubungan Laut"

Pasal 11

Kata-kata "Bab M", "pasal 9" dan "pasal 10" pada Peraturan Presiden No. 14
tahun 1959 (Lenbaran-Negara No. 1959 No. 152) tentang Dewan Angkutan Laut
di ubah nasing-nasing nenjadi "Bab MI" "pasal 10 " dan "pasal 11", dengan
ket ent uan bahwa Bab VI dan pasal 10 baru berbunyi sebagai berikut:

BAB M |
KETENTUAN - KETENTUAN LA N



Pasal 10
Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini dan penyesuai an
peraturan ini pada ketentuan-ketentuan baru yang ditetapkan Penerintah
diatur dan dilakukan oleh Menteri Perhubungan Laut dengan jika perlu
nendengar saran-saran instansi-instansi yang diwakili dalamD A L. Pusat".
Pasal 111

Peraturan Presiden ini nulai berlaku pada hari di undangkan dan nenpunyai
daya surut sanpai pada tanggal 31 Desenber 1959.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.
Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1960
Presi den Republ i k | ndonesi a
Tt d.
SCEKARNO
O undangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1960
Ment eri  Kehaki nan,
Tt d.
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